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BAB III 
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

SERTA KERANGKA PENDANAAN 
 
 
3.1.   Kinerja Keuangan Masa Lalu 

 
Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan sesuai 

dengan ketentuan dalam     UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 
Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Peraturan Menteri Dalam Negeri  
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain 
yang terkait.  

Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
diatur dalam Peraturan Daerah No. 13  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini 
meliputi Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD, 
Penyusunan Rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, 
Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD, Kerugian Daerah, Pengelolaan Keuangan BUMD, Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Informasi Keuangan Daerah.  

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri 
dalam Peraturan Gubernur yang biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai 
pedoman pelaksanaan APBD yang dimulai awal Januari tahun berikutnya. 

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen 
pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah bahwa : “keuangan daerah 
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan 
dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.” 

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses 
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. 
Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan 
administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur 
dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.  

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, 
adalah diuraikan seperti berikut.  

1.  Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan 
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.  

2.  Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan 
daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 
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kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam 
APBD/Perubahan APBD. 

 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam 
rekening Kas Umum Daerah.  

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan 
(policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.  

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan 
ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara 
tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan 
pengelolaan anggaran secara baik. 

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus 
dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis 
belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam 
rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah 
daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban,  seperti berikut. 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  

2. Neraca;  

3. Laporan Arus Kas(LAK), dan; 

4.  Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). 

 

3.1.1. Pendapatan Daerah dan Komponennya. 
Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005 adalah 

sebesar Rp 931.338.238.447,14. Pendapatan Daerah ini mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun dimana pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 2.111.843.952.020,93. 
Secara rata rata pertumbuhan setiap tahun adalah 23,1% (Tabel III.1). 

Tabel III.1 
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2005-2009 

 
Tahun Pendapatan (Rp) Pertumbuhan 

2005 931,338,238,447.14  

2006 1,180,022,858,278.30 26.7% 

2007 1,374,741,878,386.00 16.5% 

2008 1,875,512,776,977.70 36.4% 

2009 2,111,843,952,020.93 12.6% 
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan (diolah kembali) 

 



 BAB  III 

 

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011 - 2015 Page 4 
 

Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas tiga komponen 
yaitu pertama, Pendapatan Asli daerah (PAD); kedua, Dana Perimbangan dan ketiga, 
Lain Lain Pendapatan Yang Sah. Jumlah masing masing komponen dari Pendapatan 
Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel III.2.   

 
Tabel III.2. 

Pendapatan Daerah Menurut Jenis  
Provinsi Kalimantan Selatan  

Tahun 2005 – 2009  
 
    
Tahun 

Jenis Pendapatan (Rp)  
Total Pendapatan 

(Rp) PAD Dana Perimbangan 
Lain-Lain 

Pendapatan yang 
Sah 

2005 538.913.230.610,14 392.425.007.837,00 0 931.338.238.447,14 

2006 585.060.688.879,30 594.962.169.399,00 0 1.180.022.858.278,30 

2007 701.158.391.382,00 623.583.487.004,00 50.000.000.000,00 1.374.741.878.386,00 

2008 1.052.276.691.447,70 790.997.258.079,00 32.238.827.451,00 1.875.512.776.977,70 

2009 1.023.889.419.259,91 1.004.989.665.188,00 82.964.867.573,02 2.111.843.952.020,93 

Sumber:  ; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel 

 

Berdasarkan Tabel 3.2. diatas dapat dihitung kontribusi masing masing 
komponen terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama 
periode 2005-2009 seperti terlihat pada Tabel III.3. 

 
Tabel III.3 

Pendapatan Daerah Menurut Komponen 
Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2005-2009 (%) 
 

 
Komponen 

Pendapatan Daerah 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Pendapatan Asli Daerah 57,9 49,6 51,0 56,1 48,5 

Dana Perimbangan 42,1 50,4 45,4 42,2 47,6 

Lain Lain 0 0   3,6   1,7   3,9 

Total 100 100 100 100 100 
Sumber:  Tabel III.2 (diolah kembali) 

 

Tabel III.3. memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan 
komponen terbesar dalam Pendapatan Daerah. Selama periode 2005-2009 rata rata 
pertahun Pendapatan Asli Daerah berjumlah 52,6% dari Total Pendapatan Daerah. 
Besaran Dana Perimbangan selalu lebih rendah daripada Pendapatan Asli Daerah 
(kecuali ditahun 2006 posisinya lebih tinggi) dengan rata rata 45,5% pertahun. 
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 Antara tahun 2006-2008 terdapat peningkatan kontribusi Pendapatan Asli 
Daerah namun ditahun 2009 menurun menjadi 48,5% dan ini merupakan angka 
terendah selama periode 2005-2009.  Sebaliknya Dana Perimbangan menurun selam 
2006-2008 dan kemudian meningkat menjadi 47,6% ditahun 2009. Lain Lain 
Pendapatan Yang Sah baru muncul ditahun 2007 dengan rata rata 3,1% . 

  Dengan demikian berarti bahwa keuangan daerah Kalimantan Selatan masih 
bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD).  

 

3.1.2. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya 

provinsi lain, bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau dari BUMD dan Lain Lain.  

Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang 

menggembirakan dari tahun ketahun. Pendapatan Asli Daerah yang tadinya ditahun 

2005 bernilai Rp 538.913.230.610,14 milyar meningkat menjadi Rp1.023.889.419.259,91 

milyar ditahun 2009. Tingkat pertumbuhannyapun selama tiga tahun terus bertambah 

baru ditahun 2009 sedikit melambat (Tabel III.4). 

 
Tabel III.4. 

Nilai Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis 
Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun  2005-2009 (Rp) 

Jenis 
Pendapatan 

2005 2006 2007 2008 2009 

Pajak Daerah 454,434,810,976.08 478,480,923,702 563,757,988,833 904,946,733,712 833,641,848,550 

Retribusi 
Daerah 

36,158,719,345 43,202,475,613 70,573,555,074 22,106,743,147 35,592,113,356 

PHPMDHP 
9,408,311,023 9,313,381,704 20,066,964,458 19,000,527,284 23,035,517,501 

- Lain-lain 
Pendapatan 

38,911,389,266.06 54,063,907,860.30 46,759,883,017 106,222,687,304.70 131,619,939,852.91 

Total PAD 
538,913,230,610.14 585,060,688,879.30 701,158,391,382 1,052,276,691,447.70 1,023,889,419,259.91 

PHPMDHP = Penerimaan Hasil   Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
Sumber :; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel 

 
Tabel  III.5 

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis 
Provinsi Kalimatan Selatan 

Tahun  2006-2009 

Jenis Pendapatan 2006 2007 2008 2009 

Pajak Daerah 5.3% 17.8% 60.5% -7.9% 

Retribusi Daerah 19.5% 63.4% -68.7% 61.0% 

PHPMDHP -1.0% 115.5% -5.3% 21.2% 

- Lain-lain Pendapatan 5.3% 17.8% 60.5% -7.9% 

Total PAD 63% 183% 114% 98% 
PHPMDHP = Penerimaan Hasil   Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
Sumber: Tabel III.4 (diolah kembali) 
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Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap 
tahun dengan beberapa pengecualian. Pajak Daerah pada tahun 2009 mengalami 
penurunan sebesar 7,9% setelah meningkat terus selama 2005-2008. Retribusi Daerah 
meningkat terus kecuali ditahun 2008 menurun dengan sangat drastis yaitu minus 
68,7%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Penerimaan Hasil 
Perusahaan Milik Daerah sangat fluktuatif (Tabel III.5).   

Dilihat dari sharenya (Tabel III.6) Pajak Daerah merupakan komponen 
terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimatan Selatan selama periode 
2005-2009 dengan besaran berfluktuasi dimana  paling sedikit 80,4% dan paling 
banyak 86%. 

Kontribusi Retribusi Daerah terlihat meningkat dari tahun 2005-2007 namun 
tahun berikutnya mengecil menjadi 2,1%. Ini berkaitan dengan pertumbuhan negatif 
dari komponen ini pada tahun 2008 seperti sudah diutarakan diatas. 

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan atau dari 
BUMD cenderung meningkat setiap tahun namun kontribusinya masih sangat 
rendah; pada tahun 2009 misalnya komponen ini memberikan kontribusi baru 
sebesar 2,2% terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. 

 
Tabel III.6. 

Persentase Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis 
Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun  2005-2009 

Jenis Pendapatan 2005 2006 2007 2008 2009 

Pajak Daerah 84.3% 81.8% 80.4% 86.0% 81.4% 

Retribusi Daerah 6.7% 7.4% 10.1% 2.1% 3.5% 

PHPMDHP 1.7% 1.6% 2.9% 1.8% 2.2% 

- Lain-lain Pendapatan 7.2% 9.2% 6.7% 10.1% 12.9% 
PHPMDHP = Penerimaan Hasil   Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
Sumber : Tabel III.4. (diolah kembali) 

 

3.1.3. Dana Perimbangan. 
Nilai  Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan 

sangat besar dan hampir sama dengan  Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana 
diutarakan sebelumnya proporsinya hampir mencapai setengah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah  dan terdapat kecenderungan penurunan. Besarnya 
ketergantungan pada Dana Perimbangan ini adalah karena Provinsi Kalimantan 
Selatan berada kelompok Kawasan Timur dimana pembangunan bertumpu pada 
bidang infrastruktur.  
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Tabel III.7 
Nilai Dana Perimbangan Menurut Komponen 

Provinsi Kalimatan Selatan 
Tahun  2005-2009 

Komponen 2005 2006 2007 2008 2009 

Bagi Hasill 
Pajak 

89,080,854,757 100,918,608,950 108,149,995,808 114,685,226,300 116,001,430,537 

Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

59,179,943,080 115,377,560,449 87,439,491,196 173,713,824,579 361,576,568,651 

 
DAU 

244,164,210,000 378,666,000,000 427,994,000,000 466,559,207,200 484,059,666,000 

 
DAK 

0 0 0 36,039,000,000 43,352,000,000 

 
Jumlah 

392,425,007,837 594,962,169,399 623,583,487,004 790,997,258,079 1,004,989,665,188 

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel 
 

 

Dana Perimbangan terdiri atas empat kompone yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi 
Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara keseluruhan 
nilai Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun secara 
persentase ditahun 2007 pertumbuhannya menurun drastis menjadi 4,8% padahal 
ditahun 2007 tumbuh sebesar 51,6% (Tabel III.7). Tahun tahun berikutnya 
pertumbuhannya meningkat terus.  Penurunan pertumbuhan yang  drastis ditahun 
2007 ini disebabkan berkurangnya Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Provinsi 
Kalimatan Selatan yaitu menurun sebesar 24,2%. 
   

Tabel III.8 
Pertumbuhan Dana Perimbangan Menurut Komponen 

Provinsi Kalimatan Selatan 
Tahun  2005-2009 

Komponen 2005 2006 2007 2008 2009 

Bagi Hasill Pajak - 13.3% 7.2% 6.0% 1.1% 

Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

- 95.0% -24.2% 98.7% 108.1% 

DAU - 55.1% 13.0% 9.0% 3.8% 

DAK -    20.3% 

Jumlah - 51.6% 4.8% 26.8% 27.1% 

Sumber:  Tabel III.8 (diolah kembali) 

 
Dari empat komponen Dana Perimbangan  tersebut diatas komponen terbesar 

adalah Dana Alokasi Umum namun peranannya cenderung menurun; yang ditahun 
2005 sebesar 62,2% menjadi 48,2% ditahun 2009 (Tabel III.8).  

 
Posisi kedua adalah Bagi Hasil Pajak  dan cenderung menurun. Sebaliknya Bagi 

Hasil Bukan Pajak yang berada diposisi ketiga cenderung meningkat dan ditahun 2009 
menggeser posisi Bagi Hasil Pajak.  
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Dana Alokasi Khusus baru diterima oleh Provinsi Kalimatan Selatan pada tahun 
2008. Proporsinya masih rendah yaitu dibawah lima persen. 

 

Tabel III.9 
Share Dana Perimbangan Menurut Komponen 

Provinsi Kalimatan Selatan 
Tahun  2005-2009  

Komponen 2005 2006 2007 2008 2009 

Bagi Hasill Pajak 22.7% 17.0% 17.3% 14.5% 11.5% 

Bagi Hasil Bukan 
Pajak 15.1% 19.4% 14.0% 22.0% 36.0% 

DAU 62.2% 63.6% 68.6% 59.0% 48.2% 

DAK 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 4.3% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber:  Tabel III.9 (diolah kembali) 

 
3.1.4. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkan 
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, 
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek 
pendapatan yang mencakup seperti berikut. 
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
b. jasa giro; 
c. pendapatan bunga; 
d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 
e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 
f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 
h. pendapatan denda pajak; 
i. pendapatan denda retribusi; 
j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 
k. pendapatan dari pengembalian; 
l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; 
m. pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

 

3.2.   Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 
3.2.1. Belanja Daerah (Proporsi Penggunaan Anggaran)  

Struktur belanja dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Belanja  
Tidak Langsung dan Belanja Langsung. 

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang  dianggarkan tidak terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti berikut. 
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a. Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan 
pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. 

b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah 
Daerah kepada pihak lainnya.  

c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada 
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat 
terjangkau oleh masyarakat banyak. 

d. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan 
kegiatan yang bersifat cross cutting issue.  

e. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain 
bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan 
bantuan partai politik. 

f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kepada Kabupaten/Kota. 

g. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota. 
h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak 

terulang. 
 

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung 
dengan program dan kegiatan, seperti berikut. 
a. Belanja Pegawai, belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, 

honorarium non PNS. 
b. Belanja Barang dan Jasa, belanja barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan habis 

pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan 
bermotor, cetak dan penggandaan, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan 
alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, 
pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, 
sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya. 

c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat 
angkutan di darat bermotor,  alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat 
angkutan di air bermotor,  alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat 
bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, 
perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. 

 
Proporsi antara anggaran belanja tidak langsung dengan belanja langsung 

dapat dilihat pada Tabel III.10 berikut : 
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Tabel III.10 
Jumlah Dana Belanja Daerah 

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2010 

No Tahun 
Belanja Tidak 

langsung 
 (Rp) 

Belanja Langsung 
(Rp) 

Total 
(Rp) 

Proporsi (BTL 
dan BL) 

terhadap Total 
APBD  

 (%) 

1 2006 677,141,553,400.00  553,496,200,200.00 1,230,637,753,600.00 55 % dan 45 % 

2 2007 638,467,859,408.00 807,223,586,621.00 1,445,691,446,029.00 44 % dan 56 % 

3 2008  793,497,413,560.00   912,407,840,936.00   1,705,905,254,496.00  47 % dan 53 % 

4 2009 1,011,688,625,167.00 1,233,354,598,000.00 2,245,040,223,167.00 45 % dan 55 % 

5 2010 1,231,242,571,300.00 1,366,801,707,694.00 2,598,044,278,994.00 47 % dan 53 % 

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel 
 
 

3.2.2. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri 
dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut. 

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan pinjaman daerah; 
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; 
f. penerimaan piutang daerah; 
g. penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; dan 
h. penerimaan kembali dana talangan. 

 

Pengeluaran pembiayaan sebagai berikut. 
a. pembentukan dana cadangan; 
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 
c. pembayaran pokok utang; 
d. pemberian pinjaman daerah; 
e. pembayaran utang belanja; 
f. pemberian dana talangan; dan 
g. SILPA tahun berkenaan. 

 
Pengelolaan dana APBN di provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan 

pengelolaan dana APBN. Dana APBN di provinsi berupa dana dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. Penyerahan DIPA dilaksanakan setiap awal tahun anggaran oleh 
pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah provinsi akan melaksanakan kegiatan 
tersebut dan selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah pusat, setelah selesai 
dilaksanakan.    Prinsip-prinsip pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang telah ditetapkan. Pelaporan dana 
dekonstrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh provinsi bersamaan penyusunan 
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur tahun berjalan. 
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Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak 
dalam transaksi keuangan seperti Bank Kalsel, dapat didayagunakan untuk 
meningkatkan kinerja perekonomian regional Kalimantan Selatan. Melalui fungsinya 
sebagai lembaga intermediasi, BUMD tersebut dapat lebih progresif menyalurkan 
pembiayaannya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilakukan 
secara optimal apabila lembaga tersebut mampu menyerap dana masyarakat yang 
berlebihan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabah dan 
pada saat yang sama memperkuat permodalannya sehingga bank menjadi lebih sehat 
dan lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk pengembangan usaha 
masyarakat.  

Tabel III.11 
Jumlah Dana Belanja Daerah 

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2010 

No Tahun Penerimaan  (Rp) Pengeluaran (Rp) Total (Rp) 

1 2005 89,959,275,388.00 43,553,510,211.00 46,405,765,177.00 

2 2006 195,626,451,216.00 85,510,458,821.00 110,115,992,395.00 

3 2007 201,652,308,549.00 58,970,000,000.00 142,682,308,549.00 

4 2008 268,294,254,496.00 70,809,000,000.00 197,485,254,496.00 

5 2009 550,122,391,346.00 124,550,000,000.00 425,572,391,346.00 

6 2010 474,844,776,135.00 96,020,000,000.00 378,824,776,135.00 
     Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel 

 
 

3.3. Kerangka Pendanaan 

3.3.1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 
Kebijakan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode  tahun 2011 - 

2015 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dana perimbangan serta penerimaan 
pembiayaan. 

 
3.3.1.1. Penerimaan Pendapatan 

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu 2005 - 2010, 
pendapatan asli daerah mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan yaitu 
sebesar 30,09 %, sedangkan dana perimbangan keuangan dari pemerintan pusat 
tumbuh sebesar 13,93 % sebagaimana pada tabel berikut. 

 
Tabel III.12 

Realisasi Penerimaan APBD dari Tahun 2005 – 2010 

NO
. 

URAIAN 
JENIS 

PENERIMAA
N 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. PAD 538.913.230.610,14 585.060.688.879 701.158.391.382 1.052.276.691.448 1023.889.419.259,91 1.090.111.045.500 

2. 
Dana 
Perimbangan 

392.425.007.837 594.962.169.399 623.583.487.004 790.997.258.079 1.004.989.665.188 881.304.254.500 

Sumber data : Dinas Pendapatan Prov. Kalsel 
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Tabel III.13 
Proyeksi Penerimaan APBD dari Tahun 2011–2015 

NO. 

URAIAN 
JENIS 

PENERIMAA
N 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. PAD 1.392.300.835.800,00 1.572.833.100.000,00 1.730.210.100.000,00 1.918.714.100.000,00 2.109.202.100.000,00 

2. Dana 
Perimbanga
n 

1.013.864.720.000,00 1.015.363.134.000,00 1.102.031.539.000,00 1.075.334.574.000,00 1.173.402.171.000,00 

3. Lain-lain 
pendapatan 
daerah yang 
sah 

45.785.000.000,00 47.542.948.000,00 53.424.611.000,00 57.306.273.000,00 60.432.409.000,00 

3. Pendapatan 
Daerah 

2.451.950.555.800,00 2.635.739.182.000,00 2.885.666.250.000,00 3.051.354.947.000,00 3.343.036.680.000,00 

 Komposisi 
PAD 

56.78 59.67 59.96 62.88 63.09 

Komposisi 
Dana 
Perimbanga
n 

41.35 38.52 38.19 35.24 35.10 

 Komposisi 
lain-lain 
pendapatan 
daerah yang 
sah 

1.87 1.80 1.85 1.88 1.81 

Data diolah : Dinas Pendapatan Prov. Kalsel, tahun 2010 

 

3.3.1.2. Pembiayaan 

Kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik untuk jenis belanja tidak langsung 
maupun belanja langsung  selama tahun 2011 - 2015 diarahkan untuk hal berikut. 

1. Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan 

boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas,  dan belanja barang dan jasa, dan 

dianggarkan secara selektif. 

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi  anggaran khususnya yang 

berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan social  dan belanja hibah menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota diberikan secara adil dan proporsional 

dengan mempertimbangkan  kemampuan keuangan daerah. 

4. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat 

memberikan multiflier effect  dalam pertumbuhan ekonomi  khususnya yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar  bagi masyarakat secara umum seperti; 

pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, Pertanian 

, serta pendidikan dan kesehatan. 

5. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara 

APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 

6. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih 

efektif dan efisien, seperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja dengan tetap 

memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku. 
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7. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

 

3.3.2. Prakiraan Kapasitas Pendanaan Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan data historis diatas, diartikan bahwa kemampuan fiskal 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori cukup 
mampu dan jika dilihat dari produktivitas per kapitanya, secara umum di Kalimantan 
Selatan selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif, artinya terjadi peningkatan 
produktivitas ekonomi per penduduk yang dapat memberi indikasi adanya 
peningkatan kesejahteraan. Sehingga prediksi yang disusun dalam 5 tahun ke depan 
adalah sebagai berikut  : 

 

Tabel III.14 
Kerangka Pendanaan Proyeksi Berdasarkan Data Masa Lalu dan Asumsi terkait 

 tahun 2011-2015 
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Pendapatan 2.451.950.555.800,00 2.635.739.182.000,00 2.885.666.250.000,00 3.051.354.947.000,00 3.343.036.680.000,00 

Sisa Lebih (Riil) 
Perhitungan 
Anggaran 

            90,000,000,000  
            

90,000,000,000  
            90,000,000,000              90,000,000,000              90,000,000,000  

Pencairan Dana 
Cadangan 

                                   -                                       -                                       -                                       -              150,000,000,000  

Belanja Tidak 
Langsung Periodik 
yang Wajib dan 
Mengikat serta 
Prioritas Utama 

          
1.037.082.000.000 

 
1.129.140.000.000 

 
1.226.404.000.000 

 
1.326.295.000.000 

 
1.432.275.000.000 

Belanja Langsung 
Periodik yang Wajib 
dan Mengikat serta 
Prioritas Utama 

            60,650,000,000              66,450,000,000              71,120,000,000              76,400,000,000              80,515,000,000  

Pengeluaran 
Pembiyaan yang 
Wajib dan Mengikat 

                                   -                50,000,000,000              50,000,000,000              50,000,000,000                                     -    

Data diolah : Dinas Pendapatan Prov. Kalsel, tahun 2010 

 
Proyeksi pertumbuhan APBD Pemerintah diprediksi akan terus meningkat 

walaupun besaran pertumbuhan berbeda – beda dengan tingkat pendapatan yang 
relatif dengan prosentase rata-rata 8,32% selama kurun waktu 2011 – 2015 dan jenis 
pengeluaran yang wajib selama kurun waktu 2011 – 2015 prosentase rata-rata sebesar 
8,76%.  
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Tabel III.15 
Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat  

serta Prioritas Utama, Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2011-2015 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

1.037.082.000.000 1.129.140.000.000 1.226.404.000.000 1.326.295.000.000 1.432.275.000.000 

Belanja Gaji dan 
Tunjangan 

420,582,000,000 462,640,000,000 509,904,000,000 559,795,000,000 615,775,000,000 

Belanja Penerimaan 
Anggota dan 
Pimpinan DPRD 
serta Operasional 
KDH/WKDH 

16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 16,500,000,000 

Belanja Bunga - - - - - 

Belanja Bagi Hasil 600.000.000.000 650.000.000.000 700.000.000.000 750.000.000.000 800.000.000.000 

       

BELANJA 
LANGSUNG 

60,650,000,000 66,450,000,000 71,120,000,000 76,400,000,000 80,515,000,000 

Belanja Honorarium 
PNS Khusus untuk 
Guru dan Tenaga 
Medis 

41,500,000,000 45,000,000,000 47,500,000,000 50,000,000,000 51,500,000,000 

Belanja Beasiswa 
Pendidikan PNS 

2,000,000,000 2,250,000,000 2,500,000,000 2,750,000,000 3,000,000,000 

Belanja Jasa Kantor 
(khusus tagihan 
bulanan seperti 
listrik, air, telepon 
dan sejenisnya) 

17,150,000,000 19,200,000,000 21,120,000,000 23,650,000,000 26,015,000,000 

Belanja Sewa 
Gedung Kantor 
(yang telah ada 
kontrak jagka 
panjangnya) 

- - - - - 

Belanja Sewa 
Perlengkapan dan 
Peralatan 
Kantor(yang telah 
ada kontrak jangka 
panjangnya) 

- - - - - 

       

 PEMBIAYAAN 
PENGELUARAN   

- 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 - 

 Pembentukan Dana 
Cadangan  

- 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 - 

 Pembayaran Pokok 
Utang  

- - - - - 

       

 TOTAL A + B + C 7 
1.097.732.000.000 

1.245.590.000.00
0 

1.347.524.000.000 1.452.695.000.000 1.512.790.000.000 

Pertumbuhan Per 
tahun (%) 

- 13,47 8,18 7,80 4,14 

Sumber : Data Dispenda, Biro Keuangan dan Data Olahan Tim Kerangka Pendanaan 

 
 
 



 BAB  III 

 

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011 - 2015 Page 15 
 

Komponen pengeluaran pemerintah diprediksi akan naik pada tahun-tahun 
mendatang yang turut mendorong perekonomian regional baik dari sisi supply yaitu 
pembangunan fisik pemerintah serta dari sisi demmand. Pengeluaran pemerintah ini 
dapat mendorong berputarnya kegiatan ekonomi di masyarakat. 

 
Pelaksanaan pembangunan Kalimantan Selatan sangat ditentukan oleh 

kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan daerahnya sendiri. Untuk itu 
didapat perhitungan sebagai berikut :  
 

Tabel III.16 
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah  

Tahun 2011-2015 
Uraian P R O Y E K S I 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pendapatan 2.451.950.555.800,00 2.635.739.182.000,00 2.885.666.250.000,00 3.051.354.947.000,00 3.343.036.680.000,00 

Pencairan 
Dana 
Cadangan  

- - - - - 

Sisa Lebih 
Riil 
Perhitungan 
Anggaran 

            
90,000,000,000  

 

            
90,000,000,000 

  

            
90,000,000,000 

  

            
90,000,000,000 

  

            
90,000,000,000 

  

Total 
Penerimaan 

       
2,306,345,286,442  

       
2,506,975,572,884  

       
2,707,605,859,326  

       
2,908,236,145,768  

       
3,140,544,898,490  

 ( dikurangi)           

Belanja dan 
Pengeluaran 
Pembiayaan 
yang Wajib 
dan 
Mengikat 
serta 
Prioritas 
Utama 

1.097.732.000.000 
 
 
 
 

1.245.590.000.000 
 
 
 
 

1.347.524.000.000 
 
 
 
 

1.452.695.0000.000 
 
 
 
 

 
1.512.790.000.000 

 
 
 
 

Kapasitas 
Riil 
Kemampuan 
Keuangan 

1.208.613.286.442 
 

1.261.385.572.883,97 
 

1.360.081.859.325,97 
 

1.455.541.145.767,96 
 

1.627.754.898.490,26 
 

Peningkatan 
Kapasitas 

(%) 
 -  
 

4,37 
 

7,82 
 

7,02 
 

11,83 
 

Sumber : Data Dispenda, Biro Keuangan dan Data Olahan Tim Kerangka Pendanaan 

 
Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan menunjukkan 

perkembangan peningkatan positif yang berfluktuasi berarti kedepannya diharapkan 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mampu melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan dan mendanai kegiatan pembangunan di Kalimantan Selatan. 

Dengan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, di 
prediksikan penggunaanya sebagai berikut  : 
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Tabel III.17 
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 

Uraian 
P R O Y E K S I 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kapasitas Riil 
Kemampuan 
Keuangan 

       
1,258,613,286,442 

  

       
1,311,385,572,884  

 

       
1,410,081,859,326  

 

       
1,505,541,145,768  

 

       
1,677,754,898,490  

 

Total Rencana 
Prioritas 
Pengeluaran I 

                                   
- 
    

           
(50,000,000,000) 

 

           
(50,000,000,000) 

 

           
(50,000,000,000) 

 

                                   
-    
 

Belanja 
Langsung 

          
60,650,000,000  

          
66,450,000,000  

          
71,120,000,000  

          
76,400,000,000  

          
80,515,000,000  

dkurangi           

Belanja 
Langsung 
Periodik yang 
Wajib 
danMengikat 
serta Prioritas 
Utama 

            
60,650,000,000 

 
  

            
66,450,000,000  

 
 

            
71,120,000,000  

 
 

            
76,400,000,000  

 
 

            
80,515,000,000  

 
 

Pengeluaran 
Pembiayaan 
yang Wajib dan 
Mengikat serta 
Prioritas Utama 

                                   
-    
 
 

            
50,000,000,000  

 
 

            
50,000,000,000  

 
 

            
50,000,000,000  

 
 

                                   
- 
 
    

Sisa Kapasitas 
Riil Kemampuan 
Keuangan 
Daerah setelah 
Menghitung 
Alokasi 
Pengeluaran 
Prioritas I 

1,258,613,286,442 
 
 
 
 

       
1,361,385,572,884 

 
 
 
  

       
1,460,081,859,326 

 
 
 
  

       
1,555,541,145,768 

 
 
 
  

       
1,677,754,898,490 

 
 
 
  

Rencana 
Prioritas 
Pengeluaran II 

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

Belanja Tidak 
Langsung 

       
987,082,000,000  

    
1,079,140,000,000  

    
1,176,404,000,000  

    
1,276,295,000,000  

    
1,382,275,000,000  

Dkurangi           

Belanja Tidak 
Langsung 
Periodik yang 
Wajib dan 
Mengikat serta 
Prioritas Utama 

          
987,082,000,000 

 
 

  

       
1,079,140,000,000 

 
 
  

       
1,176,404,000,000  

 
 
 

       
1,276,295,000,000 

 
 
  

       
1,382,275,000,000  

 
 
 

Surplus 
Anggaran Riil 

    
1,258,613,286,442  

    
1,361,385,572,884  

    
1,460,081,859,326  

    
1,555,541,145,768  

    
1,677,754,898,490  

% kenaikan 
Surplus - 8,17 7,25 6,54 7,86 

 
Dengan prosentase Surplus Anggaran Riil positif dan kenaikan Sektor finansial 

diprediksi semakin baik pada tahun-tahun mendatang yang ditandai dengan semakin 
stabilnya indikator keuangan dan semakin kondusifnya iklim investasi, diharapkan 
nantinya penggunaannya dapat lebih ditujukan bagi peningkatan Investasi sehingga 
kedepannya dapat menambah peningkatan pendapatan bagi Kalimantan Selatan agar 
tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 


